BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kajian

Pengembangan penerimaan daerah merupakan salah satu permasalahan keuangan daerah yang terus diupayakan solusinya. Pengembangan penerimaan daerah pada satu sisi bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan disisi lain bersifat mengikuti kecenderungan kebutuhan pembiayaan anggaran fiskal daerah yang terus meningkat. Upaya pengembangan penerimaan daerah diantaranya dapat diwujudkan dengan peningkatan kemampuan daerah dalam penerimaan pajak daerah. Namun demikian, upaya mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memperhatikan berbagai variabel. Variabel tersebut diantaranya berkaitan dengan kemampuan/kesiapan organisasi dan aparatur pajak daerah dalam sistem/mekanisme pemungutan pajak, kesiapan atau dukungan wajib pajak, dukungan peraturan dan perundang-undangan terkait serta implikasi pajak terhadap perkembangan perekonomian daerah.
Oleh karena pajak merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan, maka besar kecilnya pajak akanmenentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.Untuk mendapatkan penerimaan daerah yang layak dan mandiri dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dalam hubungannya dengan sistem perekonomian daerah, usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu keberadaan pajak daerah baik dari sisi penghimpunan pendapatan serta dampaknya terhadap perekonomian diharapkan dapat menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat. Kemudian efek makro pajak dalam perekonomian juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Selain itu juga ditujukan untuk menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan investasi dan menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi serta memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan investasi.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dandigunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, dalam implementasinya terlihat adanya hubungan sebab akibat antara usaha pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan target-target pencapaian keberhasilan pembangunan daerah serta target peningkatan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Meskipun penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), upaya menggali sumber pendapatan dari pajak daerah harus dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Atas dasar tersebut, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pelayanan Pajak serta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diharapkan terus mengupayakan pencapaian kondisi penerimaan pajak Kota Bandung yang tidak saja ramah secara fiskal, tetapi juga ramah bagi perkembangan dunia usaha. 
Pencapaian kinerja penerimaan pajak di Kota Bandung dalam perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan perekonomian daerah. Kondisi penerimaan pajak daerah di Kota Bandung dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sebagaimana juga terjadi pada peningkatan kinerja perekonomian daerah. Tahun 2013, pendapatan pajak daerah Kota Bandung mencapai Rp.1.194.159.468.709, atau mencakup 84,4% dari total PAD (Rp.1.407.759.106.133). Pencapaian pendapatan pajak daerah tersebut dalam hal ini merefleksikan pencapaian realisasi 112% di atas target awal pendapatan pajak daerah dalam APBD 2013. Pencapaian pendapatan pajak daerah Kota Bandung dalam beberapa indikator juga beririsan secara positif dan sejalan akselerasinya dengan perkembangan makro perekonomian daerah (Tabel 1.1).

Tabel.1.1

Indikator Pendapatan Daerah dan Makro Perekonomian 
Kota Bandung
	Indikator
	Satuan
	2011
	2012

	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)
	Persen
	8,73
	8,98

	Produk Domestik Regional Bruto (ADHK)
	Milyar Rupiah
	34.463,63 
	37.558,32

	Tingkat Inflasi 
	Persen
	2,75
	4,02

	Pendapatan Asli Daerah 
	Juta Rupiah
	834.596
	1.407.759

	Hasil Pajak Daerah
	Juta Rupiah
	667.107
	1.194.159


Sumber: RKPD Kota Bandung Tahun 2015
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bandung tahun 2011 mencapai 8,73%. Peningkatan LPE dibanding tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan volume maupun nilai produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor usaha dalam perekonomian. Peningkatan nilai finansial sektor-sektor usaha dalam perkembangannya berkorelasi dengan: (1) peningkatan transaksi-transaksi finansial; (2) perubahan keuntungan sektor usaha; dan (3) perubahan investasi dan penambahan modal kerja usaha, sehingga pada akhirnya berdampak luas terhadap upaya pengembangan penggalian potensi pajak daerah. Perkembangan sektor-sektor usaha pada akhirnya juga diharapkan dapat sejalan dengan perkembangan tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu kondisi tingkat kesejahteraan tahun 2011 diperkirakan secara positif telah berdampak terhadap meningkatnya penerimaan hasil pajak daerah Kota Bandung. Meningkatnya pendapatan per kapita yang diikuti dengan kestabilan harga-harga komoditas (tingkat inflasi) akan berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat secara progresif dalam hal ini memberi arti meningkatnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. 
Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Bandung terus dikembangkan dari tahun ke tahun, baik secara internal ditingkat pemerintahan maupun dinas terkait melalui perubahan/penyesuaian mengikuti peraturan perundangan-undangan yang ada maupun melalui penajaman kinerja teknis dan administratif. Kondisi tersebut terus dioptimalkan karena pertimbangan bahwa penerimaan pajak daerah tidak saja dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Faktor eksternal terutama menyangkut perubahan-perubahan regulasi ditingkat pusat, perkembangan ekonomi daerah dan nasional (bahkan perkembangan ekonomi internasional) serta kesadaran atau dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah. Peningkatan kinerja internal maupun akselerasi dukungan faktor eksternal tersebut secara positif telah berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir (Tabel.1.2).
Tabel 1.2

Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung

	Tahun
	2005

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	38,000,000,000
	39,204,993,647
	1,204,993,647
	103.17

	2
	PAJAK RESTORAN
	32,000,000,000
	33,964,906,694
	1,964,906,694
	106.14

	3
	PAJAK HIBURAN
	10,500,000,000
	10,537,384,540
	37,384,540
	100.36

	4
	PAJAK REKLAME
	14,000,000,000
	14,841,995,565
	841,995,565
	106.01

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	39,200,000,000
	41,215,767,653
	2,015,767,653
	105.14

	6
	PAJAK PARKIR
	3,250,000,000
	   3,285,018,410
	35,018,410
	101.08

	7
	PAJAK SEWA/KOS
	100,000,000
	         57,756,272
	(42,243,728)
	57.76

	
	Jumlah
	137,050,000,000
	143,107,822,781
	6,057,822,781
	104.42

	Tahun
	2006

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	43,015,080,000
	44,521,528,069
	1,506,448,069
	103.50

	2
	PAJAK RESTORAN
	35,530,400,000
	35,957,305,884
	426,905,884
	101.20

	3
	PAJAK HIBURAN
	11,439,750,000
	11,477,229,807
	37,479,807
	100.33

	4
	PAJAK REKLAME
	18,725,960,000
	26,103,431,700
	7,377,471,700
	139.40

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	42,246,240,000
	42,937,686,526
	691,446,526
	101.64

	6
	PAJAK PARKIR
	3,665,025,000
	3,668,523,042
	3,498,042
	100.10

	7
	PAJAK SEWA/KOS
	106,526,000
	115,704,618
	9,178,618
	108.62

	
	Jumlah
	154,728,981,000
	164,781,409,646
	10,052,428,646
	106.50

	Tahun
	2007

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	51,850,584,201
	58,738,446,473
	6,887,862,271
	113.28

	2
	PAJAK RESTORAN
	42,323,724,432
	48,517,604,979
	6,193,880,546
	114.63

	3
	PAJAK HIBURAN
	12,905,134,491
	15,805,425,328
	2,900,290,836
	122.47

	4
	PAJAK REKLAME
	22,915,169,959
	23,447,550,742
	532,380,782
	102.32

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	52,416,143,000
	39,717,957,653
	(12,698,185,347)
	75.77

	6
	PAJAK PARKIR
	4,215,171,840
	4,269,253,436
	54,081,596
	101.28

	7
	PAJAK SEWA/KOS
	
	
	
	

	
	Jumlah
	186,625,927,925
	190,496,238,611
	3,870,310,685
	102.07

	Tahun
	2008

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	60,283,668,687
	65,199,700,335
	4,916,031,648
	108.15

	2
	PAJAK RESTORAN
	51,367,181,405
	57,010,336,010
	5,643,154,604
	110.99

	3
	PAJAK HIBURAN
	17,498,351,489
	20,001,631,149
	2,503,279,659
	114.31

	4
	PAJAK REKLAME
	21,536,019,428
	16,664,101,938
	(4,871,917,490)
	77.38

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	57,416,416,000
	50,263,640,386
	(7,152,775,614)
	87.54

	6
	PAJAK PARKIR
	5,059,274,720.00
	5,293,991,168.00
	234,716,448.00
	104.64

	7
	PAJAK SEWA/KOS
	
	
	
	

	
	Jumlah
	213,160,911,731
	214,433,400,986
	1,272,489,255
	100.60

	Tahun
	2009

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	70,528,142,374
	72,202,984,700
	1,674,842,325
	102.37

	2
	PAJAK RESTORAN
	64,739,641,336
	66,601,904,605
	1,862,263,268
	102.88

	3
	PAJAK HIBURAN
	21,167,075,554
	22,540,126,656
	1,373,051,101
	106.49

	4
	PAJAK REKLAME
	10,073,180,229
	11,668,650,015
	1,595,469,786
	115.84

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	83,324,322,377
	71,679,002,428
	(11,645,319,949)
	86.02

	6
	PAJAK PARKIR
	5,704,113,901
	5,823,334,547
	119,220,645
	102.09

	7
	PAJAK SEWA/KOS
	
	
	
	

	
	Jumlah
	255,536,475,774
	250,516,002,951
	(5,020,472,823)
	98.04

	Tahun
	2010

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	78,000,000,000
	87,914,702,309
	9,914,702,309
	112.71

	2
	PAJAK RESTORAN
	73,300,000,000
	73,853,020,596
	553,020,596
	100.75

	3
	PAJAK HIBURAN
	25,000,000,000
	25,327,230,005
	327,230,005
	101.31

	4
	PAJAK REKLAME
	13,000,000,000
	11,810,220,321
	(1,189,779,679)
	90.85

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	96,000,000,000
	96,946,622,459
	946,622,459
	100.99

	6
	PAJAK PARKIR
	6,500,000,000
	5,818,255,688
	(681,744,312)
	89.51

	7
	PAJAK SEWA/KOS
	
	
	
	

	
	Jumlah
	291,800,000,000
	301,670,051,378
	9,870,051,378
	103.38

	Tahun
	2011

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	92,000,000,000
	111,314,519,983
	19,314,519,983
	120.99

	2
	PAJAK RESTORAN
	75,000,000,000
	82,553,764,760
	7,553,764,760
	110.07

	3
	PAJAK HIBURAN
	28,000,000,000
	31,085,409,451
	3,085,409,451
	111.02

	4
	PAJAK REKLAME
	12,000,000,000
	16,507,504,020
	4,507,504,020
	137.56

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	98,500,000,000
	108,198,918,505
	9,698,918,505
	109.85

	6
	PAJAK PARKIR
	6,000,000,000
	6,003,128,588
	3,128,588
	100.05

	7
	PAJAK BPHTB
	232,000,000,000
	306,302,368,288
	74,302,368,288
	132.03

	8
	PAJAK AIR TANAH
	2,500,000,000
	2,500,245,760
	245,760.00
	100.01

	
	Jumlah
	546,000,000,000
	664,465,859,355
	118,465,859,355
	121.70

	Tahun
	2012

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	131,000,000,000
	142,258,105,149
	11,258,105,149
	108.59

	2
	PAJAK RESTORAN
	88,500,000,000
	95,212,432,864
	6,712,432,864
	107.58

	3
	PAJAK HIBURAN
	33,000,000,000
	34,501,838,894
	1,501,838,894
	104.55

	4
	PAJAK REKLAME
	15,500,000,000
	18,453,207,895
	2,953,207,895
	119.05

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	114,000,000,000
	116,378,745,471
	2,378,745,471
	102.09

	6
	PAJAK PARKIR
	7,000,000,000
	7,047,613,999
	47,613,999
	100.68

	7
	PAJAK BPHTB
	335,000,000,000
	394,804,643,100
	59,804,643,100
	117.85

	8
	PAJAK AIR TANAH
	3,000,000,000
	3,293,432,708
	293,432,708
	109.78

	
	Jumlah
	727,000,000,000
	811,950,020,080
	84,950,020
	111.69

	Tahun
	2013

	No
	Jenis Pajak
	Target
	Realisasi
	( + / - )
	%

	1
	PAJAK HOTEL
	148.000.000.000
	177.490.303.830
	29.490.303.830
	119,93

	2
	PAJAK RESTORAN
	102.000.000.000
	118.700.322.856,00
	16.700.322.856
	116,37

	3
	PAJAK HIBURAN
	35.500.000.000
	37.767.188.531
	2.267.188.531
	106,39

	4
	PAJAK REKLAME
	18.500.000.000
	17.603.910.300
	-896.089.700
	95,16

	5
	PAJAK PEN. JALAN
	7.500.000.000
	7.796.908.376
	296.908.376
	103,96

	6
	PAJAK PARKIR
	277.000.000.000
	280.119.269.023
	3.119.269.023
	101,13

	7
	PAJAK BPHTB
	350.000.000.000
	415.761.410.854
	65.761.410.854
	118,79

	8
	PAJAK AIR TANAH
	3.000.000.000
	3.566.097.210
	566.097.210
	118,87

	
	Jumlah
	941.500.000.000
	1.058.805.410.980
	117.305.410.980
	112,46


Sumber: Dinas Pajak dan RKPD Kota Bandung 2015
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Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2011-2013
Perkembangan penerimaan pajak Kota Bandung ke depan diharapkan dapat sejalan dengan perkembangan potensi wajib pajak daerah. Kondisi potensi wajib pajak daerah Kota Bandung tahun 2012 adalah sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan melalui informasi Tabel 1.3 di bawah ini.
Tabel 1.3

Perkembangan Potensi Wajib Pajak Daerah Kota Bandung 

Tahun 2012
	NO.
	JENIS WAJIB PAJAK
	JUMLAH

	1
	HOTEL
	342

	
	BINTANG 3,4,5
	53

	
	BINTANG 1, 2
	26

	
	MELATI 3
	78

	
	MELATI 1,2
	115

	
	KOST
	70

	2
	RESTORAN
	580

	
	RESTORAN BIASA
	224

	
	RM BOJONAGARA
	67

	
	RM CIBEUNYING
	175

	
	RM KAREES
	29

	
	RM TEGALLEGA
	67

	
	RM U. BERUNG & GEDE BAGE
	18

	3
	HIBURAN
	205

	
	BIOSKOP
	7

	
	KLAB MALAM
	13

	
	DISKOTIK
	6

	
	KARAOKE
	66

	
	PANTI PIJAT
	40

	
	BILYARD
	21

	
	PERMAINAN KETANGKASAN
	41

	
	KOLAM RENANG
	

	
	FITNES  CENTRE
	10

	
	TAMAN REKREASI
	-

	
	BOWLING
	1

	4
	PARKIR
	245

	5
	BPHTB
	-

	6
	PBB
	517,725

	7
	PAJAK AIR TANAH
	602

	8
	REKLAME
	1,233

	TOTAL
	520,932


Sumber: Dinas Pajak Kota Bandung (2013)
Potensi wajib pajak daerah di Kota Bandung secara agregat mencapai 520 ribu wajib pajak, yang tersebar ke dalam 7 potensi wajib pajak. Potensi wajib pajak terbesar adalah potensi wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) sebanyak 517 ribu lebih. Sejalan dengan perkembangan ekonomi Kota Bandung yang mengemban visi sebagai Kota Jasa BERMARTABAT, maka perkembangan wajib pajak diperkirakan akan semakin meningkat. Namun titik kritis sejalannya perkembangan perekonomian dengan peningkatan wajib pajak sangat ditentukan oleh ketaatan calon wajib pajak dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan perijinan maupun pelaporan kegiatan usaha.
Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah dari beberapa jenis pajak dalam implementasinya diperkirakan tidak semua bisa berjalan optimal, baik karena faktor situsional sebuah wilayah maupun karena faktor hubungan pajak dengan perbaikan iklim investasi sehingga tidak semuanya terlaksana secara efisien dan efektif. Dalam era otonomi daerah ini memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam realitasnya, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta seluruh kewenangannya, semakin hari menuntut adanya dukungan belanja fiskal yang semakin besar.Untuk mendukung peningkatan belanja fiskal tersebut, Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini didorong untuk terus mengupayakan adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerah (PAD).
Pada implementasinya upaya meningkatkan PAD diharapkan tidak berdampak atau memberi eksternalitas negatif bagi perkembangan aktivitas ekonomi rumah tangga maupun dunia usaha. Sebab sebagaimana di atur oleh UU bahwa upaya pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009). Artinya, upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pada satu sisi merupakan satu keharusan ketika dihadapkan dengan kondisi tingginya permintaan belanja daerah untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publik. Kemudian, karena segala bentuk pungutan pajak sudah diatur berdasarkan UU, maka pemungutannya diharapkan tidak memberatkan masyarakat karena sudah diatur melalui proses telaah yang mendalam berkaitan dengan tarif maupun klasifikasi wajib pajaknya. Kesimpulannya bahwa keberlanjutan (sustainability) pertumbuhan pendapatan pemerintah melalui penerimaan pajak daerah merupakan bagian utama yang menjamin ketahanan manajemen fiskal daerah.Untuk itu, perkembangan aktivitas ekonomi wajib pajak merupakan syarat utama untuk mencapai kondisi tersebut. Dihadapkan pada kondisi tersebut, meskipun secara regulasi tidak ada kewajiban wajib pajak mendapatkan imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkannya, namun secara rasional dan kondisional diharapkan bentuk-bentuk pelayanan publik pemerintah (termasuk dampak belanja fiskal daerah) dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan ekonomi/finansial wajib pajak daerah. Sebaliknya, proses pemungutan pajak daerah dalam implementasinya tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dugaan adanya kelemahan dalam sistem pengadministrasian dan masih adanya wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam perkembangannya membutuhkan adanya skenario kebijakan khusus dalam penanganannya.
Berkaitan dengan peran pajak daerah dalam perekomian Kota Bandung khususnya menyangkut Pajak Hiburan, maka dalam kajian ini akan diteliti berkaitan dengan potensi pajak hiburan di Kota Bandung. Perkembangan tahunan penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013, rencana penerimaan pajak hiburan Kota Bandung mencapai Rp. 35,5 Milyar, namun realisasi berdasarkan realisasi APBD 2013 (perubahan) mencapai Rp. 37,77 Milyar atau terjadi pencapaian realisasi sebesar 106,39%. Dilihat dari lingkungan ekonomi Kota Bandung sebagai kota jasa dengan penduduk asli dan kunjungan penduduk luar wilayah yang tinggi, maka diperkirakan potensi pajak hiburan Kota Bandung dapat berkembang lebih pesat di tahun-tahun yang akan datang. Untuk dapat mengembangkan penerimaan pajak hiburan, maka pada realisasinya dibutuhkan adanya peningkatan objek pajak hiburan serta kesadaran wajib pajaknya. Jika kondisi-kondisi tersebut dapat bersinergi secara positif, maka upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung akan lebih pencapaiannya di tahun-tahun yang akan datang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Adapun yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan secara spesifik hiburan yang dimaksud, yaitu: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;  d. pameran bersifat komersil;  e. diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap;  g. permainan bilyar, golf driving, golf lapangan, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;  i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre); dan j. pertandingan olah raga. Bentuk-bentuk hiburan tersebut merupakan bentuk hiburan yang berkembang di Kota Bandung, sehingga potensi perkembangannya akan semakin besar mengingat status perkembangan perekonomian Kota Bandung sebagai kota jasa dengan jumlah penduduk banyak serta tingginya tingkat kunjungan masyarakat luar Kota Bandung. 

Potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung tampaknya memungkinkan dikembangkan, jika melihat kondisi serta kecenderungan pola perekonomian Kota Bandung.Untuk itu, permasalahan-permasalahan yang dipandang sebagai faktor penghambat peningkatan penerimaan pajak hiburan dapat direlaksasi melalui serangkain kebijakan optimalisasi kinerja. Realisasi penerimaan/pendapatan pajak hiburan Kota Bandung pada tahun 2013 mencapai Rp.37,77 Milyar. Realisasi pendapatan pajak hiburan tersebut mencakup 106,39% dari realisasi yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013. Melihat kondisi tersebut, pada satu sisi realisasi pencapaian pendapatan pajak hiburan di atas rencana pendapatan menunjukkan adanya kinerja yang positif, namun disisi lain dalam kerangka mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di tahun-tahun yang akan datang perlu ditelaah lebih dalam mengenai: (1) masukan-masukan wajib pajak terkait upaya optimalisasi pendapatan pajak hiburan; (2) kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hiburan, baik yang sifatnya kendala teknis administratif maupun berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam menenuhi kewajibannya; dan (3) oleh karena perkembangan ekonomi berlangsung dengan cepat serta kegiatan sektor-sektor ekonomi terkait aktivitas subjek pajak terus berkembang, maka perlu ditelaah mengenai kemungkinan adanya relaksasi kebijakan ataupun informasi-informasi lain berkaitan dengan upaya optimalisasi pengelolaan pajak hiburan di Kota Bandung.  

1.2.  Identifikasi Masalah
Permasalahan utama dalam kajian ini adalah mencari bentuk sinergi (skenario) upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung, tidak saja dari sisi pengelolaan pemungutan pajak (teknis, administratif dan regulasi), tetapi juga dari sisi dampak perkembangan sektor-sektor usaha terkait aktivitas wajib pajak terhadap optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung. Oleh karena basis perhitungan pajak hiburan berkaitan dengan nilai finansial transaksi subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dengan wajib pajak atau orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, maka persoalan informasi keuangan terkait transaksi tersebut merupakan indikator utama yang menentukan optimal tidak-nya penggalian pajak hiburan.
Untuk itu, beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

(1) Mengevaluasi kondisi umum eksisting pengelolaan pajak hiburan di Kota Bandung.

(2) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung.

(3) Menelaah relevansi perkembangan sektor-sektor ekonomi terkait aktivitas wajib pajak hiburan dengan perkembangan penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung.

(4) Menelaah implementasi pelaksanaan regulasi (peraturan perundang-undangan) terkait pajak hiburan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari kajian penyelenggaraan pajak hiburan di Kota Bandung adalah mensinergikan antara perkembangan sektor-sektor usaha wajib pajak hiburan dengan perkembangan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, termasuk melihat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Bandung. Pada satu sisi perkembangan usaha jasa hiburan di Kota Bandung berkembang sangat pesat dan disisi lain perkembangan tersebut diharapkan memiliki dampak yang positif, baik terkait penerimaan daerah maupun pengaturan jumlah tempat hiburan yang representatif (ramah ekonomi, ramah sosial dan ramah lingkungan). 

Melalui pelaksanaan efektif dari tujuan tersebut di atas diharapkan kegunaan dari kajian penyelenggaraan pajak hiburan dapat terealisasi yaitu terdapatnya hasil kajian yang menginformasikan kondisi kinerja administratif, operasional teknis pemungutan pajak, dampak perkembangan ekonomi terhadap penerimaan pajak hiburan serta kendala-kendala yang sifanya mengurangi tingkat optimalisasi pemungutan pajak hiburan serta sebagai bahan masukan bagi DPRD kota Bandung dalam pengambilan kebijakannya, dengan melakukan:

1. Mengidentifikasi relevansi dan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pajak hiburan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dilapangan mengenai pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung.

3. Mengidentifikasi permasalahan intern organisasi Dinas Pelayanan Pajak dalam melakukan pemungutan pajak hiburan.

4. Mengevaluasi kebijakan dan peraturan terkait pajak hiburan yang ada di Kota Bandung.

5.  Merencanakan Penanganan dan Penataan aktivitas wajib pajak hiburan yang sesuai estetika, lingkungan, ekonomi dan sosial serta peraturan yang ada di Kota Bandung.

6. Melakukan studi banding dengan daerah lainnya mengenai praktik dan aturan penyelenggaraan reklame.
Manfaat akhir dari kajian penyelenggaran pajak hiburan Kota Bandung dimaksud tidak lain merupakan bahan masukan bagi DPRD Kota Bandung dalam pengambilan kebijakan mengenai penanganan penyelenggaran pemungutan pajak hiburan.Oleh karena itu, sifat dari kajian ini merupakan salah satu bahan bagi DPRD Kota Bandung dalam mengambil keputusan dalam hal optimalisasi pengelolaan pajak hiburan.

BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1. Definisi Pajak dan Peran Pajak
Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam perkembangannya, kedudukan pajak daerah dan retribusi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Peran pajak daerah dalam hal ini ditujukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Oleh sebab itu, aturan perundang-undangan mengenai pajak daerah saat ini telah berkembang sejalan dengan dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Meski mengalami perkembangan dari sisi objek pajak, pemberian diskresi dan penetapan tarif, namun prinsip kebijakan pajak daerah tetap mengacu/menjunjung tinggi  prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, perlu diiringi dengan pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan setiap pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam hal penerimaan dan pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang bisa meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian kapasitas fiskal daerah, kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang mempunyai prinsip dan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah, Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Disamping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah.Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
Dalam Pasal 1 UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Mangkoesoebroto (1998):

“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya”
Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya De Economische Betekenis der Belastingen, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan :
“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”
Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut (dalam Mardiasmo, 2003):

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diyujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Berdasarkan pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.
Secara teoritis prinsip pemungutan pajak pertama adalah berdasarkan prinsip keadilan, dimana semua masyarakat/penduduk merasakan suatu keadilan dan mendapatkan porsi yang adil merata secara keseluruhan. Pajak yang dikenakan bagi masyarakat dikenakan dengan adil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya masing-masing. Kemudian yang kedua prinsip kepastian, dimana wajib pajak mengetahui dengan pasti berapakah besaran pengenaan pajaknya, objek-objek yang dikenakan pajak, kapan harus dibayar dan tarif pengenaan pajaknya. Hal ini berhubungan dengan undang-undang yang mengaturnya. Jadi, pajak yang dikenakan oleh pemerintah harus dengan pasti berdasarkan pada undang-undang mengenai ketentuannya. Ketiga adalah prinsip kenyamanan, dalam hal ini memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Terakhir adalah prinsip efisien. Dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah daerah harus efisien atau hemat. Prinsipnya adalah besarnya biaya dalam memungut pajak tidak melebih penghasilan dari pajak yang diperoleh.
Pengertian pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy,2008:11-12).

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi dan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
· Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

· Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

· Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

· Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
2.2.  Prinsip dan Kriteria Perpajakan
Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000, dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Sementara itu, apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:

· prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

· adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

· administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak
· secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
· Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (dead-weightloss).

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:

· pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

· relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.

· tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.
Menurut Teresa Ter-Minassian (1997), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.

2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu“mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi kedaerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarip pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak komsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile”merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

4. Pajak daerah seharusnya “visible”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).

6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.

7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah di administrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.

8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.
2.3.  Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Mendukung Pembiayaan Daerah
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaita npenggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah,tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini terlihat bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh (Machfud Sidik, 2002):

· Relatif rendahnya basis pajak

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

· Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

· Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.

· Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.
2.4.  Optimalisasi Pungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah
Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaituterletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. 
Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yangdilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. 

Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya pemerintah daerah melalui cara intensifikasi adalah (Machfud Sidik, 2002):

· Memperluas basis penerimaan yaitu: tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yangdapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
· Memperkuat proses pemungutan, yaitu: upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain dengan mempercepat penyusunan Peraturan daerah, mengubah tarif,  khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
· Meningkatkan pengawasan, yaitu: hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
· Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, yaitu: tindakan yang dilakukan oleh daerah antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

· Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, yaitu: hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Sedangkan upaya pemerintah daerah mengoptimalisasi pemungutan pajak daerah melalui cara ekstensifikasi pajak adalah melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan wewenang perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.
2.4.1. Kebijakan dari Pemerintah Pusat 
Dari beberapa gambaran kondisi elemen pembentuk PAD di Indonesia seperti yang diuraikan di atas, sekiranya harapan di era otonomi untuk mencapai kemandirian daerah ternyata masih merupakan mimpi indah yang masih harus dibangun kembali oleh bangsa Indonesia. Banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa daerah seperti kebingungan di dalam menyikapi tuntutan otonomi. Filosofi dasar otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada tingkat pemerintahan paling bawah justru disikapi sebaliknya. 
Untuk beberapa daerah yang terbilang siap secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia, otonomi benar–benar menjadi arena pembuktian bahwasanya mereka sanggup untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengurangi campur tangan pusat. Ironisnya hampir di sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki prasyarat kesiapan tersebut, sehingga akhirnya mereka justru tenggelam di dalam euforia otonomi itu sendiri. Banyak kebijakan yang bersifat merugikan dan sangat prematur hanya demi mengejar otonomi versi mereka. Karenanya peran pusat dirasa masih sangat diperlukan dewasa ini. Hanya saja ada beberapa elaborasi dan penyesuaian di beberapa aspek sehingga peran pemerintah itu nantinya juga tetap berada dikoridor hukum, selaras dengan napas otonomi daerah.

Peran tersebut antara lain berupa penciptaan kondisi yang kondusif bagi perkembangan pajak dan retribusi dengan tetap memperhatikan landasan hukum yang sudah disepakati bersama. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat dapat dibagi menjadi kebijakan dari sisi penciptaan pajak baik ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi serta kebijakan dari sisi penggunaannya.
2.4.2. Kebijakan dari sisi penciptaan
Jika dilihat dari sisi penciptaan optimalisasi penerimaan pajak daerah yaitu:
1. Penyerahan beberapa pajak dan retribusi yang masih dipegang oleh Pusat kepada Daerah dengan tetap mempertimbangkan faktor efisiensi ekonomi, mobilitas obyek pajak serta fungsi stabilitasi dan distribusi pajak itu sendiri. Adapun pajak-pajak tersebut antara lain : 

· PBB dan BPHTB dapat dialihkan ke Daerah dimana Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dasar penggenaan pajak dan tarif sampai batas tertentu meskipun adminstrasinya masih dilakukan oleh Pusat. 
· Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang sekarang dibagi hasilkan, dapat dialihkan dalam bentuk piggy back dimana Daerah seyogyanya diberikan wewenang untuk mengenakan opsen sampai batas tertentu di bawah wewenang penuh Pemerintah Kab/Kota. 
2. Memberikan batas toleransi maksimum terhadap pembatalan penciptaan pajak dan retribusi baru oleh Daerah selama kurun waktu tertentu. Misalnya jika selama 1 tahun Daerah telah mencapai batas toleransi jumlah Perda yang dibatalkan maka Daerah tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Perda penciptaan pajak dan retribusi baru. Ini juga terkait dengan usulan revisi UU No. 34 tahun 2000 butir yang memberikan kesempatan Daerah untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi baru. 

3. Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan. Diharapkan biaya pengenaan pajak jangan sampai melebihi dana yang dapat diserap dari pajak itu sendiri. 

2.4.3. Kebijakan Dari Sisi Penggunaan 
Adapun kebijakan dari sisi penggunaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan LSM terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas fiskal. 

2. Memberikan arahan yang jelas tentang alokasi anggaran terhadap sumber - sumber penerimaan baik PAD maupun transfer pusat. Adapun peran pusat hanya sekedar memberikan arahan tentang hal yang seyogyanya dilakukan oleh Daerah. Semua keputusan tentang mekanisme pelaksanaan alokasi anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan nafas otonomi itu sendiri.

Adapun aturan alokasi tersebut misalnya: PAD sampai prosentase tertentu digunakan untuk pembayaran gaji pokok aparat Daerah dengan memberikan standar yang sama di seluruh Indonesia. Untuk beberapa Daerah yang memiliki PAD tinggi dan kelebihan setelah digunakan untuk pembayaran gaji pokok dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan Daerah. Sementara DAU yang diterima sampai prosentase tertentu digunakan untuk dana operasional (tunjangan) aparat Daerah, pelayanan publik yang bersifat intangible serta proyek pembangunan jangka pendek. Sementara DAK diarahkan untuk mensukseskan program nasional yang bersifat prioritas serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal di masing-masing Daerah. Sementara untuk proyek pembangunan Daerah jangka panjang diarahkan pada sumber dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui Propinsi dan Menteri Teknis. 
Diharapkan dengan adanya beberapa pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pusat tersebut dapat menghilangkan upaya daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distorsi terhadap perekonomian demi mengejar satu tujuan kemandirian Daerah yang masih merupakan harapan jauh di angkasa.

2.5. Regulasi Kota Bandung
Sebagai payung utama pengembangan perekonomian Kota Bandung ke depan, semua kebijakan ditingkat perencanaan maupun implementasi harus sejalan dengan penerapan visi Kota Bandung. Adapun Visi Kota Bandung adalah TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT  (BERSIH, MAKMUR, TAAT DAN BERSAHABAT).

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

Pertama : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat ( judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;

Kedua : Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;

Ketiga : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota .

Keempat : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun misi Kota Bandung adalah merupakan tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

4. Meningkatkan penataan Kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.

5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat. 
Berkaitan dengan perundang-undangan yang terkait dengan pendapatan perpajakan di Kota Bandung, maka secara yuridis diatur dalam sejumlah perundang-undangan yang ada.Peraturan-peraturan hukum yang mendasari tentang pemungutan pajak daerah telah cukup jelas dan kuat. Dasar hukum pemungutan pajak daerah di kota Bandung adalah sebagai berikut :

· TAP MPR No. IV/MPR/2000
“kebijakan desentralisasi Daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah”. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke Daerah baik melalui perluasan basis pajak (taxing power) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan: 

(1) kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadahPendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran. 
(2) didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. 
Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Daerah, jargon tentang kemandirian Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang Undang No 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 

1. hasil pajak daerah 

2. hasil retribusi daerah 
3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 
4. lain lain pendapatan asli daerah yang sah 
· Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalahkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Adapun pengertian (definisi) dari masing-masing pajak daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dareah adalah sebagai berikut:

· Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
· Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
· Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
· Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
· Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
· Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
· Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
· Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
· Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
· Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
· Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pajak daerah adalah sebagai berikut: 
· Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

· Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

· Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

· Peraturan Daerah Kota Bandung No 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

· Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
· Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 386 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 387 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 388 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 389 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 391 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 392 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
· Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
BAB III
PENDEKATAN DAN METODE
3.1 Metode Pendekatan 

Kajian penyelenggaran pemungutan pajak hiburan di Kota Bandung merupakan kajian akademis yang bersifat menelaah kebijakan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait upaya mengoptimalkan pengelolaan pajak hiburan. Oleh karena itu, studi ini dimulai dengan melakukan serangkaian pengumpulan data sekunder dan observasi (primer) untuk menginventarisir indikator-indikator kuantitatif, peraturan dan praktik pelaksanaan serta melakukan telaah pembanding dengan praktek pemungutan pajak hiburan di daerah Kabupaten/Kota yang lain. 
Studi ini akan dilakukan dalam empat tahap yaitu sebagai berikut (Tabel.1):
	Tahap
	Proses
	Output
	Keterangan

	I. Mengidentifikasi Sumber Data dan Rencana Penggalian Informasi 
	· Mengumpulan Informasi Data Sekunder (Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, BPS, Dinas Pariwisata dan Budaya, Asosiasi Usaha Bidang Hiburan, Kadin, Dan Lain-Lain

· Focus Group Discusioon (FGD) Dengan Stakeholders Usaha Hiburan

· Survei Wajib Pajak Hiburan

· Survei Dinas Pelayanan Pajak
	· Dimilikinya Data Primer dan Data Sekunder

· Dimiliki Informasi Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Bahan Awal Menjawab Identifikasi Masalah
	· Dilaksanakan Oleh Tenaga Ahli, Tim Survei dan SKPD serta Pihak Lain Terkait.

	II. Memisahkan Data Kepada Masing-Masing Unit Analisis
	· Data Penerimaan Pajak Hiburan (10 Tahun Terakhir)

· Data Regulasi (Peraturan Perundang-Undangan)  Yang Menjadi Dasar Hukum Pengelolaan Pajak Hiburan

· Data Potensi Pajak Hiburan Kota Bandung

· Data Perkembangan Jumlah Tempat Hiburan (Wajib Pajak) di Kota Bandung

· Data Proses Teknis Administratif (Mekanisme) Pemungutan Pajak Hiburan

· Data Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Pemungutan Pajak Hiburan

· Data Sistem Informasi Perhitungan Pajak

· Data-Data Lainnya
	· Data Yang Sudah Dianlisis Berdasarkan Pembagian Sub Bab Sesuai Identifikasi Permasalahan
	· Dilaksanakan Oleh Tenaga Ahli dan Surveyor

	III. Analisis Teoritis (Studi Kepustakaan) dan Referensi Kajian Sebelumnya Yang Relevan
	· Penelusuran Studi Kepustakaan

· Tinjauan Teoritis

· Studi Banding

· Perbandingan Dengan Hasil Kajian Pendukung Lainnya Yang Relevan

· Uji Statistik dan Ekonometrik
	· Analisis Hasil Perbandingan Kondisi Pengelolaan Pajak Hiburan Di Kota Bandung Ditinjau Dari Aspek Teoritis, Akademis dan Empiris
	· Dilaksanakan Oleh Tenaga Ahli dan Surveyor

	IV. Menyusun Analisis Kesimpulan dan Rekomendasi
	· Mensintesakan Hasil di Tahapan ke II dan Tahapan ke III
	· Summary Data, Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Berdasarkan Poin-Poin Identifikasi Permasalahan
	· Dilaksanakan Oleh Tenaga Ahli dan Surveyor


Gambar 1. Langkah Kajian
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3.2 Metode Analisis
Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil FGD dan survei lapangan. Aktivitas analisis terdiri dari: pengelompokkan dan pemisahan data yang sesuai dengan klasifikasinya; dan selanjutnya adalah analisis data untuk menjawab tujuan studi. Analisis data dilakukan juga untuk mengkaji penetuan parameter dan simulasinya sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna.
· Analisis Regulasi
      Analisis regulasi menyangkut peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pajak hiburan. Dalam studi ini akan dilihat juga apakah implementasi penyelenggaraan pajak hiburansudah sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah.
· Analisis Operasional terhadap Pelaksana Operasional

     Aspek operasiuonal akan dikaji terutama yang berhubungan dengan pengukuran kinerja penyelenggara pajak hiburan.

· Analisis Manajemen Keuangan

Analisis manajemen keuangan juga akan dikaji terutama mengevaluasi kinerja tarif hiburan dan pendapatan pajak hiburan terhadap PAD baik kondisi saat ini maupun kondisiideal di masa yang akan datang di Kota Bandung.

BAB IV
PEMBAHASAN POTENSI PAJAK HIBURAN KOTA BANDUNG
4.1.  Cara Pemungutan Pajak Daerah Kota Bandung

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, definisi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi pajak, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Marihot; 2013) yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak).

4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari definisi diatas dapat kita analisis bahwa pembayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi atau timbal balik secara langsung dari pajak yang dibayarkan. Apabila pemerintah mengalokasikan dana pajak untuk meningkatkan pembangunan insfrastruktur maka pembayar pajak akan merasakan mulusnya jalanan yang dilalui, taman-taman kota yang indah, dan fasilitas-fasilitas publik yang baik.

Di Pemerintah Kota Bandung terdapat ada dua cara pemungutan pajak daerah yaitu melalui penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment system). Mekanisme pemungutan pajak di Kota Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.
Pajak Daerah Kota Bandung yang pemungutannya ditetapkan oleh Walikota Bandung sebagai Kepala Daerah terdiri dari: Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sedangkan Pajak Daerah Kota Bandung yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam self assessment system, Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang menjadi kewajibannya.Pada kenyataannya, SPTPD yang diisi dan dilaporkan tidak dapat dideteksi kebenarannya.Kesulitan untuk mendeteksi kebenaran SPTPD itu disebabkan aparat pajak tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai sehingga data yang lengkap dan akurat mengenai usaha Wajib Pajak tidak dapat diperoleh. Sedangkan untuk jenis pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, kepala dinas yang mendapatkan wewenang dari dari Walikota menetapkan pajak terutangdengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau dokumen lain. Setelah Wajib Pajak mendapatkan SKPD, pajak terutang yang tertera dalam SKPD dibayarkan ke Bendahara Khusus Penerima atau bank persepsi.

4.2. Permasalahan Pemungutan Pajak Daerah di Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung membiayai sebagian pengeluaran-pengeluarannya dari pendapatan pajak daerah seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja lainnya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah terdapat hambatan-hambatan yang menyertainya yaitu:

1. Kemampuan administrasi pemungutan di Pemerintah Kota Bandung yang masih rendah. Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak seharusnya diberikan kemudahan, sementara ini pembayaran pajak dapat dilakukan hanya di Bendahara Khusus Penerimaan di Pemerintah Kota Bandung. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Wajib Pajak yang berlokasi jauh dari lokasi tempat pembayaran.
2. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Dalam menetapkan target pajak yang akurat tentunya memerlukan perhatian dan waktu yang banyak. Potensi pajak harus benar-benar digali dan dimaksimalkan tetapi dalam penetapan target juga harus memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia. Target pajak yang terlalu besar menyebabkan ketertekanan pada fiskus, sedangkan sebaliknya target pajak yang terlalu kecil akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Pengawasan keuangan merupakan salah satu faktor yang penting untuk mencegah kebocoran penerimaan pajak.
3. Ketidaktaatan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Ketidaktaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan permasalahan umum yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Selama ini, di Pemerintah Kota Bandung, sosialisasi perpajakan menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan serta memberikan penjelasan dan motivasi mengenai pentingnya membayar pajak. Intensitas program sosialisasi yang kurang sebaiknya ditambah karena seiring dengn pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang semakin meningkat tentunya semakin besar pula pertumbuhan Wajib Pajak Baru, sehingga dibutuhkan program sosialisasi yang lebih intensif.

4.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Daerah Kota Bandung
Pemerintah Kota Bandung sudah memberikan hak kepada Wajib Pajak seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah.

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut.
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
Hak ini merupakan konsekuensi logis daru sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri.Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada. Pemerintah Kota Bandung mempunyai program dan kegiatan dalam melakukan sosialisasi perpajakan daerah kepada masyarakat. Kegiatan ini rutin dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman peraturan pajak yang berlaku dan mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak daerah.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).
Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya.Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
5. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
6. Hak mengajukan keberatan. 
Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang);

b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);

c. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);

d. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);

e. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar);

f. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil); dan

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Dinas, untuk bahan pertimbangan Walikota.
Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

b. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat (tanggal pemotongan atau pemungutan), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

c. Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan poin (1) dan (2) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

e. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

f. Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

g. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

h. Apabila jangka waktu telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

7. Hak Mengajukan Banding.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukankeberatan.
8. Hak Mengajukan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif.
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
9. Hak Mengajukan Pengembalian Pajak

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, WajibPajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Kepala Daerah.Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembaliankelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1), harus memberikan keputusan.Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atauRetribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak untuk setiap jenis pajak adalah sebagai berikut.
1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

a. Setiap Wajib Pajak yang baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.

b. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak harus disampaikan kepada Dinas sebelum usahanya diselenggarakan.

c. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:

· Mengambil sendiri ke Dinas

· Dikirim oleh petugas Dinas

· Mengakses secara online pada situs Dinas

d. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:

· Fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor);

· Fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha); dan

· Surat perizinan kegiatan/usaha dari instansi berwenang

e. Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya diberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

a. Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.

b. Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta menandatanganinya.

c. Jika pengisian SPTPD dikuasakan harus ditandatangi oleh kuasanya.

d. SPTPD diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Dinas atau mengakses secara on line situs Dinas.

e. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Dinas paling lama tanggal 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

f. Penyampaian SPTPD harus disertai lampiran dokumen berupa:

a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan.

b. Rekapitulasi penggunaan nota pesanan.

g. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari berikutnya.

h. Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai batas waktu yang ditentukan, Dinas memberikan surat teguran.

i. SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:

· SPTPD tidak ditandatangi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya.

· SPTPD tidak dilampiri keterangan atau dokumen diatas.

j. Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan, Kepala Dinas wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak.
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas daerah melalui bendahara khusus penerimaan, kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Kepala Daerah.
4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan.
Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palingsedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh; memberi kesempatan atau memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban membuat faktur pajak.
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.Faktur Kena Pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.

4.4. Pajak Hiburan Kota Bandung
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui (Marihot Pahala Siahaan, 2013). Terminologi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran.

b. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

c. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan. 

d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
e. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership), dan sejenisnya.

f. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:
a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

d. pameran bersifat komersil;

e. diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar, golf driving, golf lapangan, dan boling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre); dan

j. pertandingan olah raga.

Sedangkan yang tidak termasuk obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada  adalah:

a. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik dan tari tradisional Indonesia;

b. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan;

c. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;

d. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

e. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif.

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Untuk tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar:

g. tontonan film:
1. harga tiket masuk dengan harga di atas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

2. harga tiket masuk mulai harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan

3. harga tiket masuk di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).

b. pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 
c. binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 

d. pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 
e. diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 
g. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima; 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima; 
i. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima; 
j. khusus pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima; 
k. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
l. Khusus untuk kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
m. Khusus untuk golf, baik golf driving maupun golf lapangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
n. Khusus untuk permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
4.5. Analisis Potensi Pajak Hiburan Kota Bandung

Kota Bandung memiliki 7 (tujuh) jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak sewa/rumah kos. Dalam kajian ini, tim peneliti mengkaji potensi pajak hiburan kota Bandung. Perkembangan pajak hiburan kota Bandung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti yang disajikan pada tabel 4.1. Perkembangan Pajak Hiburan Kota Bandung dari tahun 2005 sampai dengan 2012 dibawah ini.
Tabel 4.1.
Perkembangan Pajak Hiburan Kota Bandung
Tahun 2005 s/d 2013
	Tahun
	Target
	Realisasi
	Selisih
	%
	Selisih %

	2005
	10.500.000.000
	10.537.384.540
	     37.384.540
	100,36%
	0,36%

	2006
	11.439.750.000
	11.477.229.807
	     37.479.807
	100,33%
	0,33%

	2007
	12.905.134.492
	15.805.425.328
	2.900.290.836
	122,47%
	22,47%

	2008
	17.498.351.489
	20.001.631.149
	2.503.279.660
	114,31%
	14,31%

	2009
	21.167.075.554
	22.540.126.636
	1.373.051.102
	106,49%
	6,49%

	2010
	25.000.000.000
	25.327.230.005
	   327.230.005
	101,31%
	1,31%

	2011
	28.000.000.000
	31.085.409.451
	3.085.409.451
	111,02%
	11,02%

	2012
	33.000.000.000
	34.501.838.894
	1.501.838.894
	104,55%
	4,55%

	2013
	35.500.000.000
	37.767.188.531
	2.267.188.531
	106,39%
	6,39%


Sumber : Dinas Pajak Kota Bandung (2013)
Pada Tabel Perkembangan Pajak Hiburan Kota Bandung dari tahun 2005 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak hiburan selalu diatas target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2005 target pendapatan pajak hiburan sebesar Rp. 10.500.000.000,00 dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp. 10.537.384.540,00 atau realisasi pendapatan pajak hiburan 0,36% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2006 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 11.439.750.000,00 dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp. 11.477.229.807 atau realisasi pendapatan pajak hiburan 0,36% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2007 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.12.905.134.492,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.15.805.425.328,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 22,47% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2008 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.17.498.351.489,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.20.001.631.149,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 14,31% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2009 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.21.167.075.554,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.22.540.126.636,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 6,49% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2010 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.25.000.000.000,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.25.327.230.005,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 1,31% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2011 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.28.000.000.000,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.31.085.409.451,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 11,02% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2012 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.33.000.000.000,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.34.501.838.894,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 4,55% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan. Pada tahun 2013 target pendapatan pajak hiburan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.35.500.000.000,00  dengan realisasi pendapatan pajak hiburan sebesar Rp.37.767.188.531,00  atau realisasi pendapatan pajak hiburan 6,39% lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan pajak hiburan.

Adapun persentase pertumbuhan pajak hiburan di kota Bandung dari tahun 2005 sampai 2013 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif, hal ini dapat kita lihat pada tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2. 
Persentase Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Bandung
Tahun 2005 s/d 2013
	Tahun
	Realisasi
	% Pertumbuhan

	2005
	10.537.384.540
	-

	2006
	11.477.229.807
	8,91%

	2007
	15.805.425.328
	37,71%

	2008
	20.001.631.149
	26,55%

	2009
	22.540.126.636
	12,69%

	2010
	25.327.230.005
	12,37%

	2011
	31.085.409.451
	22,73%

	2012
	34.501.838.894
	10,99%

	2013
	37.767.188.531


	9,46%


Sumber : Dinas Pajak Kota Bandung (2013)
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Gambar 4.1 Realisasi Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Bandung 2005-2013
Tabel Persentase Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Bandung berdasarkan realisasi pendapatan pajak hiburan dari tahun 2005 sampai dengan 2012 menunjukkan bahwa pendapatan pajak hiburan terus mengalami pertumbuhan walaupun besaran persentase-nya berfluktuasi. Pendapatan pajak hiburan naik sebesar 8,91% dari tahun 2005 ke tahun 2006, kemudian tumbuh dengan pesat dari tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 37,71%. Pertumbuhan pendapatan pajak hiburan dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 26,55% dan kemudian pertumbuhann dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 12,69% dan 12,37% di pertumbuhan pajak hiburan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Selanjutnya dari tahun 2010 ke tahun 2011 pertumbuhan pajak hiburan sebesar 22,73% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 10,99%. Sedangkan pertumbuhan dari 2012 ke 2013 naik sebesar 9,46%.
Adapun rata-rata persentase pertumbuhan pendapatan pajak hiburan dari tahun 2005 sampai dengan 2013 sebesar 17,68%.
Pada tabel 4.3. dibawah ini disajikan jumlah wajib pajak hiburan kota Bandung berdasarkan jenis pajak hiburan.

Tabel 4.3.
Jumlah Wajib Pajak Pajak Hiburan Kota Bandung

Tahun 2012

	No
	Jenis Pajak Hiburan
	Jumlah Wajib Pajak

	1
	Bioskop
	7

	2
	Klab Malam
	13

	3
	Diskotek
	6

	4
	Karaoke
	66

	5
	Panti Pijat
	40

	6
	Bilyard
	21

	7
	Permainan Ketangkasan
	41

	8
	Kolam Renang
	-

	9
	Fitness Centre
	10

	10
	Taman Rekreasi
	-

	11
	Bowling
	1


    Sumber : Dinas Pajak Kota Bandung (2013) 
Pada tabel 4.3. diatas jumlah wajib pajak hiburan terbanyak adalah wajib pajak karaoke sebanyak 66 wajib pajak, sedangkan yang terendah adalah wajib pajak bowling sebanyak 1 wajib pajak. Jumlah wajib pajak hiburan ini diprediksi akan meningkat di tahun-tahun yang akan datang. Hal ini didukung oleh pertambahan jumlah penduduk kota Bandung dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di kota Bandung, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.4. dibawah ini.

Tabel 4.4.

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Bandung

Tahun 2008 – 2013
	Tahun
	Mancanegara
	Domestik
	Jumlah

	2008
	74.730
	1.346.729
	1.421.459

	2009
	168.712
	2.928.157
	3.096.869

	2010
	180.603
	3.024.666
	3.205.269

	2011
	194.062
	3.882.010
	4.070.072

	2012
	158.848
	3.354.857
	3.513.705

	2013
	170.982
	3.726.447
	3.897.429


   Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (2013)
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Pada tabel 4.4. diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2008 jumlah wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Bandung mencapai 1.421.459 orang, kemudian meningkat di tahun 2009 yang mencapai 3.096.869 orang. Jumlah wisatawan mancanegara dan domestik terus meningkat di tahun 2010 yang mencapai 3.205.269 orang dan meningkat pesat di tahun 2011 yang mencapai 4.070.072 orang. Pada tahun 2012 mengalami penurunan dimana jumlah wisatawan mancanegara dan domestik mencapai  3.513.705 orang. Sedangkan di tahun 2013,kenaikan kembali terjadi dibandingkan di tahun 2012, dimana total wisatawan mancanegara dan domestik mencapai  3.897.429 orang. 

Banyaknya jumlah wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Bandung ini didorong oleh kemudahan akses untuk mencapai kota Bandung misalnya jalan tol Purbaleuyi yang menghubungkan Jakarta – Bandung sehingga waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung hanya 2 jam saja, rute penerbangan ke Bandung yang semakin banyak, banyaknya tempat wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja yang semakin menarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Bandung. Kondisi ini tentunya secara tidak langsung mendorong peningkatan pajak hiburan kota Bandung. Hiburan di kota Bandung menjadi alternatif yang menarik bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke kota Bandung, misalnya hiburan karaoke, klab malam, diskotek, panti pijat, bioskop, bilyard, permainan ketangkasan, dan fitness centre.

Adapun kontribusi pajak hiburan kota Bandung terhadap total pajak daerah kota Bandung disajikan pada tabel 4.5. dibawah ini.

Tabel 4.5.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Total Pajak Daerah Kota Bandung

Tahun 2005 - 2012
	Tahun
	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)

	Realisasi Total Pajak Daerah (Rp)
	% Kontribusi

	2005
	10.537.384.540
	143.107.822.781
	7,36%

	2006
	11.477.229.807
	164.781.409.646
	6,97%

	2007
	15.805.425.328
	190.496.238.611
	8,30%

	2008
	20.001.631.149
	214.433.400.986
	9,33%

	2009
	22.540.126.636
	250.516.002.951
	9,00%

	2010
	25.327.230.005
	301.670.051.378
	8,40%

	2011
	31.085.409.451
	664.465.859.355
	4,68%

	2012
	34.501.838.894
	811.950.020.080
	4,25%

	2013
	37.767.188.531
	1.058.805.410.980
	3,57%


  Sumber: Dinas Pajak Kota Bandung (2013)
Pada tabel 4.5. diatas menunjukkan bahwa di tahun 2005 kontribusi pajak hiburan terhadap total pajak daerah kota Bandung sebesar 7,36%., dan menurun di tahun 2006 menjadi sebesar 6,97%, kemudian meningkat kembali menjadi sebesar 8,30%. Pada tahun 2008, kontribusi pajak hiburan terhadap total pajak daerah kota Bandung mencapai tingkat tertinggi yaitu 9,33% dan setelah itu terus mengalami penurunan di tahun 2009 menjadi sebesar 9,00%, tahun 2010 menjadi sebesar 8,40%, tahun 2011 menjadi sebesar 4,68% dan terus menurun di tahun 2012 menjadi sebesar 4,25%.  Tetapi jika kita lihat kembali pada tabel 4.5. diatas, realisasi pendapatan pajak hiburan terus mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan 2013 sehingga kontribusi pajak hiburan yang menurun terhadap total pajak daerah kota Bandung disebabkan oleh peningkatan yang lebih tinggi dari pajak daerah lainnya yaitu pajak hotel dan restoran yang peningkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pajak hiburan. Pertumbuhan hotel dan restoran akhir-akhir ini mengalami peningkatan yang pesat dikarenakan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke kota Bandung yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.4. diatas). Di samping itu kota Bandung dikenal sebagai kota kreatif di bidang kuliner dimana pertumbuhan cafe dan restoran dengan berbagai jenis makanan dan minuman meningkat dengan pesat.

Dari analisis potensi pajak hiburan di kota Bandung diatas, rata-rata pertumbuhan pendapatan pajak hiburan kota Bandung adalah sebesar 18,85% dan walaupun secara persentase tingkat pertumbuhannya berfluktuasi tetapi kecenderungannya tetap bertumbuh dari tahun ke tahun. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Bandung yang tinggi dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar 8,62% dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,8% sehingga tingkat kesejahteraan penduduk kota Bandung bergerak ke arah yang positif. Jumlah penduduk kota Bandung yang mencapai angka 2,48 juta jiwa di tahun 2013 merupakan potensi yang tidak dapat dianggap remeh untuk dijadikan pasar di bisnis hiburan di kota Bandung dan ditambah dengan wisatawan mancanegara dan domestik yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan analisis terhadap trend pemungutan pajak hiburan dari tahun ke tahun serta beberapa faktor lainnya yang turut mendukung, dapat dikatakan bahwa pajak hiburan di kota Bandung memiliki potensi pertumbuhan per tahunnya sekitar 5-10% per tahun. Nilai perkiraan potensi pertumbuhan tahunan Pajak Hiburan kota Bandung ini juga dapat dilihat dari rata-rata selisih antara target dan realisasi pajak hiburan kota Bandung dari tahun 2005 sampai dengan 2013 yang mencapai rata-rata surplus sebesar 7%. Perkiraan potensi pertumbuhan tahunan ini tentunya hanya dapat dicapai dengan syarat adanya perbaikan dalam hal pembangunan kesadaran dari wajib pajak, kemudahan dalam proses pemungutan dan semakin dirasakannya kontribusi pembangunan berasal dari pajak yang dirasakan oleh wajib pajak.
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian potensi pajak hiburan Pemerintah Kota Bandung yaitu:

1. Cara pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung melalui dua cara yaitu (a) penetapan Walikota selaku Kepala Daerah; dan (b) self assessment sytem.

2. Permasalahan pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Bandung adalah (a) kemampuan adminsitrasi pemungutan pajak daerah yang masih lemah; (b)  perencanaan dan pengawasan pajak daerah yang kurang baik; dan (c) ketaatan Wajib Pajak Daerah yang masih kurang.
3. Dari analisis potensi pajak hiburan di kota Bandung diatas, rata-rata pertumbuhan pendapatan pajak hiburan kota Bandung adalah sebesar 18,85% dan walaupun secara persentase tingkat pertumbuhannya berfluktuasi tetapi kecenderungannya tetap bertumbuh dari tahun ke tahun. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Bandung yang tinggi dari tahun 2008 sampai dengan 2012 sebesar 8,62% dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,8% sehingga tingkat kesejahteraan penduduk kota Bandung bergerak ke arah yang positif. Jumlah penduduk kota Bandung yang mencapai angka 2,6 juta jiwa di tahun 2012 merupakan potensi yang tidak dapat dianggap remeh untuk dijadikan pasar di bisnis hiburan di kota Bandung dan ditambah dengan wisatawan mancanegara dan domestik yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.
4. Berdasarkan analisis terhadap trend pemungutan pajak hiburan dari tahun ke tahun serta beberapa faktor lainnya yang turut mendukung, dapat dikatakan bahwa pajak hiburan di kota Bandung memiliki potensi pertumbuhan per tahunnya sekitar 5-10% per tahun. Nilai perkiraan potensi pertumbuhan tahunan Pajak Hiburan kota Bandung ini juga dapat dilihat dari rata-rata selisih antara target dan realisasi pajak hiburan kota Bandung dari tahun 2005 sampai dengan 2013 yang mencapai rata-rata surplus sebesar 7%. Perkiraan potensi pertumbuhan tahunan ini tentunya hanya dapat dicapai dengan syarat adanya perbaikan dalam hal pembangunan kesadaran dari wajib pajak, kemudahan dalam proses pemungutan dan semakin dirasakannya kontribusi pembangunan berasal dari pajak yang dirasakan oleh wajib pajak.
5.2. Rekomendasi

Dari hasil analisis peneliti kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hiburan, Pemerintah Kota Bandung diharapkan untuk 

a. memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Hiburan dalam membayar pajak hiburan yaitu dengan menerapkan sistem on-line sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajak di kantor pos, bank persepsi, yang lokasinya mudah dijangkau dan mempercepat proses pembayarannya.
b. Menetapkan target penerimaan pajak hiburan yang sesuai dengan potensi pajak daerah yang sebenarnya dengan melakukan penelitian yang lebih komprehensif mengenai potensi pajak daerah Kota Bandung. Disamping itu melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada di institusi pelaksana pemungut pajak daerah sehingga mereka dapat melaksanakan pemungutan dengan motivasi dan kinerja yang baik.
c. Sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak Hiburan lama Wajib Pajak Hiburan baru untuk lebih diintensifkan karena peningkatan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak merupakan kunci peningkatan penerimaan pajak.

2. Pemerintah Kota Bandung diharapkan untuk memberikan insentif bagi pembayar pajak yang melakukan kewajiban perpajakan yang dengan baik diantaranya dengan memberikan piagam atau sertifikat sebagai bukti pengakuan dari Pemerintah Kota Bandung atas prestasinya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini sangat penting untuk mendorong dan memotivasi Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Kajian Analisis Potensi Pajak Hiburan Kota Bandung ini kami buat dengan seoptimal mungkin, untuk dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah selanjutnya.

Namun kami menyadari bahwa dalam penyusunan Kajian Analisis Potensi Pajak Hiburan Kota Bandung ini tentu akan selalu ada kekurangan, oleh karena itu besar harapan kami bahwa akan ada masukan dikemudian hari bagi kami di waktu yang akan datang untuk menyempurnakan isi kajian ini agar lebih komprehensif dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat.

Pada akhirnya kami segenap tim peneliti Kajian Analisis Potensi Pajak Hiburan Kota Bandung mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut serta membantu kami dalam proses penyelesaian kajian ini. Semoga bisa bermanfaat. Terimakasih.

        Dekan Fakultas Ekonomi
           Universitas Pasundan

Dr. Atang Hermawan SE., MSIE., Ak.
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